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ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN Tf,RHd)AP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-TNDAIIGAN

Be,'ciasa..kan Und:ng-Unciang Norncr i5 Tcirun :OC"i lcntang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainny4 Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalirnanlan Baral Tahun 2022 aengn opini Wajar Tanpa Pengecualiao yang dimuat

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A./LH P/XIXIPNW 412023 tanggal 27 April
2023.

L;ntui. mcmp,crci,:h kcyakinan yang mcmatiai tcntang apalah iirporan i..uuangan bcbas tiari
salah sqii material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intem
dan kepatuhan terhadap ketentuan p€raturan perundang-undangan yang berpengaruh

langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan
BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan penciapm atas et'ektivitas sisrem
pengendalian intem dan kepatuhan teftadap ketentuan peraturan perundang-undangn.

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK m,,'n.Jmul'.an Hrianyir kcil:nniran p-'ngcndaiien int,:m maupun kctidaiputuhan tcrha,jep
ketentuan p€raturan forundang-undatgan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Baral Tahun 2A2 dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut:

i. Terdapat peiaisanaan atas 28 (dua puiuh isiapan; palct pekerjaan beianja mociai pada

empat SKPD yang tidak sesuai ketentuaa sebesar Rp2.540.103.068,48, yaitu atas
kekurangan volume pekerjaan s€besar Rp2.342.691.738,53, selisih harga timpang
sebesar Rp8.931.062,22, denda keterlambatan sebesar Rpl I 1.053.867,73 serta selisih
perhitungan harga satualr pekerjaan Rp77.42o.2i00,00;

2. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, dimana terdapat aset bemilai
Rpl,00, aset yang tidak ditemukan keberadaannya maupun tidak teridentifikasi, KIB
yeng tiriak informatii serta aser yang ireium tercatat pada KiB;

3. Pemanfaatan dan pengamanat Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya tertib,
dimana terdapat penggunaan dan pemanfaatan aset tidak sesuai ketentuan.

,a.tas prcmrasaiahan tcniebLrt, i.,.-paia SI-PD tcrkait tciah mciai.-ukan pcnyctc*rn kcic'uihan
pembayaran belanja modal sebesar Rp427.595.359,06 dan denda keter{ambatan sebesar
Rp109.637.047,75.
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Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur

Kalimantan Barat antara lain agar:

l. Memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan, selisih harga

timpang serta seiisih perhiturrgarl harga satuan pekerjaan sebcsar Rp2.001.457 .512,9?

(Rp2.429.049.200,7 5 - Rp427 .591.687,83) dan kekurangan penerimaan denda

keterlambatan sebesar Rp1.416.819,98 (Rpl I1.053.867,73 - Rp109.637.041'75) agar

segera hisa disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat:

2. Memerintahkan Kepala SKPD dan Kepala UPTD terkait untuk melaksanakan

pengawasan dan pengendalial secara periodik terkait pengelolaan aset yang berada

dalam penguasaannya, serta untuk menginstruksikan Pengurus Barang SKPD dan

Pengurus Barang Pembantu rnenelusuri aset yang belunr rliketahtri kct:eradaannya

3. Memerintahkan Seketaris Daerah selaku Pengelola Barang berkoordinasi dengan

pihak-pihak terkait untuk melakukan uPaya Pengamanan tanah dar/atau bangunan

yang tiikuasai ntasyalakatt'piirak iain.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
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